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ABSTRAK

Perceraian di luar pengadilan menciptakan kondisi liminalitas.
Meskipun sah menurut hukum Islam, tetapi tidak diakui oleh negara,
sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Pluralitas hukum
perceraian yang berlaku di Indonesia menyebabkan pemahaman
masyarakat tentang perceraian yang bervariasi. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat muslim di
Yogyakarta tentang perceraian, pengaruh hukum negara dan dominasi
fikih terhadap pemahaman masyarakat tentang perceraian, dan faktor-
faktor yang menyebabkan menguatnya pluralitas pemahaman
tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data
penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan
yang berjumlah 31 orang yang tersebar di wilayah Yogyakarta, serta
dokumen yang terkait dengan hukum perceraian di Indonesia. Data
yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka konseptual yang
dikembangkan berdasarkan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan
teori otoritas hukum Khaled Abu el Fadl.

Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, pemahaman
masyarakat muslim di Yogyakarta tentang perceraian setidaknya
terdapat tiga tipe, yaitu pemahaman masyarakat muslim santri,
masyarakat muslim modern/perkotaan dan masyarakat tradisional.
Masyarakat muslim santri memiliki pemahaman bahwa perceraian itu
hak mutlak bagi suami dan tidak harus dilakukan di depan sidang
pengadilan, sedangkan masyarakat muslim modern memahami bahwa
perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Adapun
masyarakat muslim tradisional memiliki pemahaman bahwa
perceraian itu dihukumi sah ketika salah satu pasangan atau keduanya
meninggalkan rumah bersama karena suatu konflik dalam waktu yang
tidak ditentukan. Kedua, dominasi fikih sangat kuat pada pemahaman
masyarakat muslim di Mlangi, sedangkan hukum formal lebih diakui
kepastian hukumnya oleh masyarakat muslim di Kotagede. Sementara
itu, masyarakat muslim di Saptosari justru cenderung mengabaikan
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dua hukum tersebut dan lebih mengikuti pada adat kebiasaan yang
berlaku di lingkungan sekitarnya. Ketiga, keragaman pemahaman dan
sikap masyarakat terhadap perceraian dipengaruhi oleh beberapa
faktor. Pertama, tokoh agama berperan penting dalam membentuk
pandangan masyarakat, santri lebih mengikuti hukum fikih, sementara
masyarakat perkotaan lebih memilih jalur formal karena lebih
rasional, sedangkan masyarakat tradisional lebih sederhana dalam
menyelesaikan persoalannya. Kedua, ketakutan terhadap stigma sosial
membuat sebagian orang memilih tidak mendeklarasikan perceraian,
meskipun ini dapat merugikan hak-hak mereka, seperti nafkah ‘iddah.
Ketiga, konstruk sosial, latar pendidikan, dan kondisi ekonomi.
Masyarakat berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih memahami
dan mudah mengakses sumber hukum negara, sedangkan yang kurang
berpendidikan lebih terikat pada tradisi. Dengan demikian, keragaman
ini merupakan hasil interaksi antara faktor sosial, budaya, agama, dan
hukum.

Kata kunci: perceraian, pluralitas, konstruksi sosial, otoritas dan
fikih.
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ABSTRACT

Divorces conducted outside the court create a condition of
liminality. While legally valid under Islamic law, such divorces are
not recognized by the state, potentially disadvantaging one party. The
pluralistic nature of divorce laws in Indonesia leads to varied public
perceptions of divorce. This study aims to analyze the understanding
of divorce among Muslim communities in Yogyakarta, the influence
of state laws and figh (Islamic jurisprudence) on public perception,
and the factors reinforcing this pluralistic understanding.

This research employs a socio-legal approach. The author
collected data through interviews with 31 informants across
Yogyakartaand relevant documents on Indonesia’s divorce laws. The
data were analyzed using a conceptual framework developed based on
Peter L. Berger’s social construction theory and Khaled Abu el Fadl’s
theory of legal authority.

The findings reveal that, first, there are three primary
understandings of divorce within Muslim communities in Yogyakarta:
(1) Santri (devout Muslims) view divorce as an absolute right of the
husband that does not require court proceedings; (2) urban Muslims
believe divorces must occur in court; (3) traditional Muslims consider
a marriage dissolved when one or both spouses leave the home
indefinitely due to conflict.

Second, the study finds that figh dominates the understanding of
Muslims in Mlangi, while formal law holds greater legal certainty
among Muslims in Kotagede. Meanwhile, Muslims in Saptosari tend
to disregard both and adhere to local customs.

Third, the diversity of understanding and attitudes of society
towards divorce is influenced by several factors. First, religious
figures play an significant role in shaping the views of society: santri
adhere to figh, urban communities prefer formal legal channels for
their rational approach, and traditional communities adopt simpler
resolutions. Second, fear of social stigma leads some individuals to
avoid formally declaring divorce, thereby risking their rights, such as
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maintenance during the ‘iddah (waiting) period. Third, Social
constructs, educational backgrounds, and economic conditions further
contribute to this diversity. Higher education correlates with greater
access to formal legal resources, while less-educated individuals are
more tradition-bound. This diversity reflects the interaction of social,
cultural, religious, and legal factors.

Keywords: Divorce, pluralism, social construction, authority, and
figh
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan
0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

:'\l:_;léf Nama Huruf Latin Keterangan

J Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be

< Ta’ N Te

& Sa’ § es (dengan titik atas)
z Jim J Je

z Ha’ h ha (dengan titik bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 74l Z zet (dengan titik atas)
B) Ra’ R Er

J za’ z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
ue Sad s es (dengan titik bawah)
o= Dad d de (dengan titik bawah)
L Ta’ t te (dengan titik bawah)
L 7 z zet (dengan titik bawah)
& ‘Ain ¢ Apostrof terbalik

& Ghain Gh Ge

- Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em




o Niin N En

) Waw W We
A Ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab Ditulis
3 Azxia 3 muddah muta ‘ddidah
Cprie Gile Ja ) rajul mutafannin muta ‘ayyin
C. Vokal Pendek
Harakah Ditulis Kata Arab Ditulis
Fathah A JBy pal (e man nasar wa gatal
Kasrah I 48 e S kamm min fi'ah
Dammah U Eali g jaed 9w | sudus wa khumus wa
Sulus
D. Vokal Panjang
Harakah Ditulis Kata Arab Ditulis
Fathah A Olbe @) Cl_”\é fattah razzaq mannan
Kasrah I 88 g pSia miskin Wa faqir
Dammah U z oA s A dulchil wa khuriij
E. Huruf Diftong
Kasus Ditulis | Kata Arab Ditulis
Fathah bertemu waw mati Aw A4l ga Maulud
Fathah bertemu ya’ mati Ai Craiga Muhaimin

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab Ditulis
] a’antum
Cp Bl Caae § u ‘iddat i alkafirin
3 S ol la’in syakartum
Cpallal) dle | i ‘anah at-talibin
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G. Huruf Ta’ Ta’ Marbitah

1. Biladimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

KataArab Ditulis
diymday) zaujah jazilah
3’aa 4 a jizyah muhaddadah

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah
diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan

sebagainya, kecualijika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang ““al-" serta bacaan kedua itu terpisah,

makaditulis dengan “h”.

Kata Arab Ditulis
g sanall AL takmilah al-majmi °
daaall 5 D halawah al-mahabbah

2. Bila ta’ marbirah hidup atau dengan fharakah (fatkzah, kasrah,
atau dammah), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang

relevan.
Kata Arab Ditulis
kil 318 ) zakatu al-fitri
sthiadl s s ) ila hadrati al-mustafa
elalal) A0 jalalata al- ‘ulama’

H. Kata Sandang alif dan lam atau “al-”

1. Biladiikuti huruf gamariyyah

Kata Arab Ditulis
Aol Eaay bahs al-masa’il
Sl J peasdll al-mahsil li al-Ghazalt

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan
huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf <1”

(eD)-nya.
Kata Arab Ditulis
Caltall dsle ) i ‘anah at-talibin
Ll Al ) ar-risalah i asy-Syafi
Ml ¢l HA syazarat az-zahab
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan merupakan sebuah janji suci dan ikatan yang kuat antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan,* guna membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal.? Kekal di sini berarti abadi atau selamanya,
artinya jika seseorang telah melaksanakan ijab kabul pernikahan,
hendaknya akad itu terjalin dan terjaga selamanya, hingga ajal yang
memisahkan mereka.® Dalam hal ikatan perkawinan, baik fikih,
hukum positif, bahkan hukum adat di Indonesia memiliki kesepakatan
bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan yang abadi. Sebab,
pernikahan tidak hanya sebatas ikatan formal layaknya transaksi
dalam muamalah namun merupakan ikatan yang kuat dan bermakna
ibadah. Selain itu pernikahan juga berdimensi untuk memenuhi hajat
seksual, melestarikan keturunan, serta menjamin stabilitas sosial.*
Terpeliharanya tujuan-tujuan pernikahan yang mulia tersebut,
akan sangat berpengaruh pada pola interaksi dan struktur sosial dalam
masyarakat. Menyatunya laki-laki dan perempuan dalam ikatan
pernikahan diharapkan dapat mewujudkan bangunan rumah tangga

! “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.
Perkawinan dan pernikahan memiliki arti yang sama. Di dalam Undang-undang
Perkawinan No 1 Tahun 1974, Babl Pasal 1 disebutkan dengan jelas definisi
perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai
pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 di jelaskan bahwa Perkawinan dalam hukum
Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghaliizhan
untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

2 |bid., sedangkan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan
dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa
rahmah.

3 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 2, 1st ed. (Bandung: Pustaka
Setia, 2016), 61.

4 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,
Hukum Islam Dan Hukum Adat,” Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum
Islam, Vol 7, No. 2 (Desember 2016): 431.

1
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yang kokoh, tentram, penuh cinta kasih dan sejahtera.> Dengan
demikian, seharusnya saat seseorang telah melangsungkan pernikahan,
maka selayaknya tidak lagi memikirkan adanya perpisahan ataupun
perceraian.®

Ikhitar dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal abadi
tentu menjadi salah satu hal penting yang harus diperjuangkan.
Namun, terkadang indahnya pernikahan yang selalu diharapkan tidak
dapat berjalan dengan mulus dan baik, karena kenyataan tidak sedikit
perkawinan yang mengalami kegagalan. Dengan berbagai persoalan
yang dihadapi, seperti ekonomi, kesehatan, kekerasan sikap salah satu
pasangan, anak, prinsip dan ideologi yang bertentangan,’ seringkali
suami istri tidak menemukan titik temu atau solusi kecuali dengan
perceraian.®

Namun, pada kondisi tertentu perceraian dapat menjadi suatu
solusi saat salah satu atau kedua pihak tidak mengalami ketentraman
sama sekali dalam ikatan pernikahan. Meskipun mayoritas ulama’
berpandangan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci,
ikatan ini tidak berlaku secara mutlak. Artinya, keberlangsungan suatu
pernikahan tetap diposisikan sebagai suatu hal yang alamiah dan
kondisional, sehingga bisa saja ‘putus di tengah jalan’ yang
disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks.® Bahkan, dalam hal
ini Lawler telah memaparkan jenis-jenis perceraian yang disebabkan
oleh faktor-faktor yang berbeda.'°

® Esposito, John L. Women in Muslim Family Law. (New York: Syracuse
University Press, 1982), 16

6 Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti,1990), 74-75.

" Fashihatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and dkk, “Manajemen
Membangun KeluargaSakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage),”
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 2 (2021):
211.

8 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan
No 1 Tahun 1974 (Yogyakarta: PT Liberty, 2004), 103.

® Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam Di
Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974
Sampai KHI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 206.

10 Adapun jenis percerian tersebut yakni: a. perceraian emosional, yakni
perpisahan emosional dan perasaan yang terkait dengannya, b. perceraian resmi
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Mayoritas perceraian di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang kompleks dan multi-dimensional. Faktor-faktor tersebut
meliputi komunikasi yang buruk, perselingkuhan, pernikahan dini,
perbedaan keyakinan, pernikahan beda agama, kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), penggunaan teknologi, pernikahan beda etnis,
dan penggunaan media sosial.'!

Di Indonesia, perceraian telah diatur dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara detail pedoman
perceraian yang ditujukan khusus untuk umat Islam terdapat dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam peraturan tersebut, salah satu
penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Hal ini sesuali
dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai
berikut: Perkawinan dapat diakhiri dengan kematian, perceraian, atau
putusan pengadilan. Hal yang sama juga diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113,
“Perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan
pengadilan”.'? Artinya, perceraian yang diakui oleh negara adalah
perceraian yang hanya dilakukan di pengadilan. Sementara dalam
Islam, keharusan bercerai di pengadilan secara eksplisit tidak
dijelaskan dalam al-Qur’an maupun Hadis. Oleh karena itu, dari aspek
prosedur dan substansi terjadi perbedaan antara fikih dan hukum
positif di Indonesia.'® Disparitas ini memunculkan ragam persepsi dan

yakni dari suatu pernikahan melalui pengadilan, c. perceraian ekonomi yakni
peceraian yang disebabkan karena adanya pembagian harta, d. perceraian
bersama yakni negosiasi pengasuhan anak setelah percerain, e. perceraian dalam
komunitas, dan f. perceraian psikologis yakni perceraian yang didasarkan atas
kesadaran mental. Lawler, M, “Transitioning Through Divorce: Grieving the
Lost Marriage.” (T-2235). Stillwater, OK: Oklahoma State University
Cooperative Extension Service (2000).

11 Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Cerai
gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia.” Jurnal Al-Azhar
Indonesia Seri Humaniora, Vol. 6, No. 1 (2021): 11-21.

12 Kompilasi Hukum Islam.

13 Secara prosedural, jatuhnya perceraian dalam Islam cukup dilakukan
dengan keluarnya ikrar talak dari suami dimana saja, sedangkan dalam hukum
positif jatuhnya talak hanya diakui saat diucapkan di pengadilan atau sesuai
dengan keputusan pengadilan. Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih
Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Warta, 48, no, 2. (April 2016).
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pemahaman terhadap sahnya suatu perceraian (pluralitas pemahaman
perceraian).

Pluralitas pemahaman perceraian ini muncul tidaklah dari ruang
hampa, melainkan dari adanya doktrin agama, pengetahuan, dan adat
kebiasaan yang didapatkan secara bertahap. Hal ini sebagaimana Bimo
Walgito yang mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan
untuk menyerap makna dari suatu materi atau bahan yang telah
dipelajari.’* Proses terbentuknya pemahaman berawal dari adanya
penyebaran informasi, dalam teori stimulus-organisme-respon (SOR)
dijelaskan bahwa respons yang ditimbulkan pada sebuah proses
komunikasi tergantung pada proses yang terjadi pada individu, yang
mencakup proses perhatian, pengertian dan penerimaan.*

Lebih lanjut, Jalaluddin Rakhmat mengungkapkan bahwa
persepsi atau pemahaman ialah pengalaman tentang objek, peristiwa,
atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan
informasi dan menafsirkan pesan.'® Oleh karena itu, dapat diartikan
bahwa pluralitas pemahaman terhadap perceraian terbentuk dari
sebuah pengalaman baik doktrin, atau hasil bacaan memaknai sebuah
keabsahan perceraian. Pengalaman tersebut diperoleh dengan cara
menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang terkandung dari
hal-hal yang berkaitan dengan praktik perceraian. Setidaknya terdapat
tiga pemahaman terhadap jatuh/sahnya suatu perceraian, yakni:
sahnya perceraian menurut agama, sahnya perceraian menurut negara,
dan sahnya perceraian menurut adat.

Pemahaman keabsahan cerai dalam sudut pandang agama,
dalam ajaran Islam, perceraian memang bukan perbuatan yang haram,
namun perbuatan itu salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah

14 Bimo Walgito Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset,
2002).

Denis McQuail, "Mass Communication Theory (Teori Komunikasi
Massa)." Diterjemahkan oleh: Agus Dharma dan Aminuddin Ram, (Jakarta:
Erlangga, 2010).

16 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), 50.
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SWT.Y" Perceraian dalam istilah hukum Islam (fikih) disebut dengan
“talag” yang merupakan suatu hukum terkait dengan pemutusan
hubungan perkawinan. Dilihat dari segi etimologi, istilah talak berasal
dari bahasa Arab vyaitu al-iflag atau melepaskan suatu ikatan
perkawinan.'® Sedangkan menurut terminologi talak merupakan
terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang
sejenisnya atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau
ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.®

Istilah talak ini hanya ditujukan pada pemutusanperkawinan dari
pihak suami. Sementara itu, makna “cerai” atau “perceraian” (dalam
bahasa Indonesia) bermakna putusnya perceraian baik dari pihak
suami maupun pihak istri. Dalam pelepasan hubungan perkawinan
yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tentu harus memenuhi syarat
serta dilakukan menurut anjuran agama seperti yang disyariatkan
Allah SWT.?° Dalam pemahaman agama perceraian merupakan hak
prerogatif dari seorang laki-laki, dan perceraian akan sah apabila telah
diucapkannya talak (kata-kata cerai, baik secara sarzh ataupun
kinayah) oleh suami meskipun hanya secara lisan.

Selanjutnya, pemahaman keabsahan cerai menurut hukum
positif, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Peradilan Agama. Selain itu, ditemukan pula
dalam Kompilasi Hukum Islam.?! Beberapa ketentuan mengenai
perceraian tersebut telah diatur mengenai sebab-sebab perceraian,
akibat hukum perceraian, dan prosedur perceraian di pengadilan. Dari

17 Sami Faidhullah, “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan
Hukum Islam DanHukum Positif),” Jurnal Al-Risalah, Vol. 13, No. 1 (June
2017): 91-124.

8 H.M.A Tihami and Sohari Sahrani, Figih Munakahat: Kajian Figih
Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 229.

19 Wahbah Al-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5. Terj. Abdul
Hayyie (Jakarta: Gemalnsani, 2011), 318.

20 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006), 241.

2l Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,”
Al-’"Adalah X, no. 4 (2012): 417.
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peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa perceraian harus
dilakukan melalui pengadilan agar dapat tercatat dan menjamin
kepastian hukum. Kewajiban pelaksanaan perceraian melalui
pengadilan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum menandakan
bahwa negara dalam hal ini menjalankan fungsinya dalam menjamin
kebaikan warga negaranya (state and society).?? Hadirnya negara
sangat diperlukan dalam upaya menjamin hak setiap warganya untuk
melaksanakan ajaran agamanya, terutama dalam persoalan
perkawinan.?

Secara umum, pluralitas pemahaman masyarakat muslim
tentang perceraian disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.
Faktor internal merupakan pemahaman doktrin keagamaan, kesadaran
hukum, dan keyakinan terhadap adat kebiasaan. Sementara faktor
eksternal bersumber dari pengaruh lingkungan, komunitas, organisasi,
atau orang lain. ?*

Pluralitas pemahaman tentang perceraian tersebut terjadi di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun ditemukan data
perceraian yang menunjukkan fluktuasi jumlah perceraian selama
periode 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, tercatat 5.288 perkara
perceraian. Kemudian, jumlah ini meningkat menjadi 5.548 perkara
pada tahun 2020. Jumlah ini sedikit meningkat lagi menjadi 5.942
kasus pada tahun 2021 dan jumlahnya mengalami penurunan di tahun
2022 dengan total 5.001 kasus.?®> Namun, di saat yang sama terdapat
keunikan tersendiri yang ada di dalam masyarakat terkait pemahaman
mereka terhadap perceraian.

22 Muhammad Latif Fauzi, “Registering Muslim Marriages: Penghulu,
Modin, and the Struggles for Influence”, Al-Jami‘ah Journal of Islamic Studies ,
Vol 57, No 2 (2019) : 397-424 DOI https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.

23 Encep Abdul Rojak, “Hukum Keluarga Di Dunia Muslim (Perbandingan
Kitab MajallatulAhkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia),”
Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 (March 2019): 15—
37.

2 1bnu Akbar Maliki dan Lisna Mualifah, Persepsi Pelaku Perceraian
Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama, El-lzdiwaj: Indonesian Journal of
Civil and Islamic Family Law, Vol. 3, No.2, Desember 2022

% Bappeda, D. I. Y. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah. Istimewa Yogyakarta, (2023), 171.
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Keunikan tersebut disebabkan karena kemajemukan masyarakat
dari latar pendidikan, pemahaman keagamaan, dan tradisi. Sebagian
masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman terdiri dari masyarakat
berlatar belakang santri yang kuat dan berpegang teguh
pemahamannya dengan fikih klasik (terutama pada persoalan hukum
keluarga, baik pernikahan maupun perceraian). Selanjutnya, sebagian
masyarakat perkotaan atau masyarakat urban di Kota Yogyakarta,
lebih kuat dalam mengikuti prosedur hukum positif dalam urusan
perceraian. Berbeda halnya sebagian masyarakat lain yakni
masyarakat tradisional di daerah Kabupaten Gunungkidul lebih banyak
yang tidak terlalu memperdulikan perceraian baik dalam pandangan
agama maupun hukum positif.?

Ketiga tipologi tersebut tersebar di daerah Mlangi, Kotagede,
dan Saptosari. Mlangi adalah daerah di Yogyakarta dengan ikatan
budaya dan sejarah yang kuat dengan Kesultanan Yogyakarta.?’
Mlangi, dengan dominasi penduduk yang merupakan para santri dan
memiliki ikatan kuat dengan keraton, maka kearifan lokal, budaya,
serta fikih klasik ala pesantren memainkan peran penting dalam
konstruksi sosial tentang perceraian.?® Hal ini disebabkan adanya rasa
taat kepada ajaran kiai sebagai guru spiritual dan kehidupan, sehingga
setiap hal yang diajarkan oleh kiyai maka akan ditaati.?®

Selanjutnya, Kotagede juga memiliki ikatan budaya dan sejarah
yang kuat dengan Kesultanan Yogyakarta. Kotagede adalah

% pada tanggal 23-29 Nopember 2022, Penulis telah melakukan
penelitian pendahuluan dan mendapatkan informasi dari beberapa warga
masyarakat dari beberapa wilayah, di antaranya Mlangi, Kabupaten Sleman,
Kepek Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

21 Badrun, Badrun. “Integration of Islam And Local Culture In The Art of
Shalawat Ngelik In The Village of Mlangi Yogyakarta.” Heritage, Vol. 3, No. 1
(2022): 63-78.

28 Bahri, Syaiful, Syamsul Anwar, and Mochamad Sodik. “The
Reconstruction of Pesantren Nationality Figh: An Insight from The Results of
Bahth al-Masail Forum musyawarah Pondok Pesantren (FMPP).” Justicia
Islamica, Vol. 20, No. 1 (2023): 115-134.

2 Muhammad Latif Fauzi, ”Traditional Islam in Javanese: The Roles of
Kyai and Pesantren in Preserving Islamic Tradition and Negotiating Modernity”,
Journal of Indonesian Islam, Vol 6, No 1 (2012): 125-144. DOI
http://dx.doi.org/10.15642/J11S.2012.6.1.
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kecamatan di Kota Yogyakarta yang memiliki nilai sejarah dan budaya
sebagai pusat kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16.% Sementara
itu, di Kotagede, daerah yang juga memiliki ikatan kuat dengan
keraton, namun tidak didominasi oleh santri, melainkan masyarakat
kota dan modern, maka konstruksi sosial tentang perceraiannya
berbeda dengan yang ada di Mlangi.3! Saptosari adalah sebuah
kecamatan yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta
memiliki banyak keunikan, sebagaimana hasil penelitian Muamar
Fauzi dan Umi Listyaningsin menemukan bahwa kasus perceraian
sering terjadi pada wanita yang menikah pada usia muda.®? Selain itu,
Saptosari merupakan wilayah destinasi wisata dan juga didominasi
oleh pernikahan dini. Fenomena ini akan mengkonstruksi pemahaman
tentang perceraian yang berbeda dengan Mlangi dan Kotagede terkait
dengan perceraian.®

Realitas sosial tentang perceraian di Mlangi, Kotagede, dan
Saptosari merupakan hasil dari proses konstruksi sosial terhadap
pemahaman perceraian yang melibatkan interaksi individu dan
masyarakat. Realitas sosial perceraian di setiap daerah dipengaruhi
oleh faktor-faktor yang kompleks dan multi-dimensional. Terjadinya
perceraian di berrbagai daerah dilatarbelakngi oleh berbagai
konstruksi sosial yang ada di masyarakat setempat.®* Konstruksi sosial

%0 Wardhani, Windi Novia Ratri, et al. “Kampung Wisata Purbayan:
Harmonization of religious values and socio-cultural identity in community
based tourism development.” Abdimas Dewantara, Vol. 6. No. 1 (2023): 42-49.

31 Roqib, Moh. “Increasing social class through islamic boarding schools
in Indonesia.” Journal of Social Studies Education Research Vol. 12, No. 2
(2021): 305-329.

32 Fauzi, Muamar, and Umi Listyaningsih. “Studi Dinamika Cerai Kawin
terhadap  Jumlah  Anak di  Kecamatan  Saptosari,  Kabupaten
Gunungkidul.” Jurnal Bumi Indonesia, Vol. 4, No. 4 (2015): 228-245.

% Susilo, Singgih, et al. “Investigation of early marriage: a
phenomenology study in the society of Bawean Island, Indonesia.” Journal of
Population and Social Studies [JPSS], Vol. 29 (2021): 544-562.

34 Bellini, Andrea, and Lara Maestripieri. “Introduction: Within, Between,
Beyond—A Multi-dimensional Approach to the Study of Professionalism and
Social Change.” Professionalism and Social Change: Processes of
Differentiation Within, Between and Beyond Professions. (Cham: Springer
International Publishing, 2023), 1-35.
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perceraian tidak terjadi secara terisolasi, tetapi dipengaruhi oleh
faktor-faktor sosial yang lebih luas di dalam masyarakat. Dengan
menggunakan teori konstruksi sosial, penelitian dapat menghasilkan
pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena perceraian di
setiap daerah yang disebutkan dan bagaimana konstruksi sosial
mempengaruhi persepsi, tindakan, dan makna yang diberikan terhadap
perceraian dalam masyarakat tersebut.

Fenomena keberagaman perceraian sebenarnya bukanlah hal
baru, penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa Indonesia
telah mengamanatkan penyelesaian perceraian di pengadilan agama,
namun pada kenyataannya masih banyak praktik perceraian di luar
pengadilan.®*® Perbedaan konstruksi sosial tentang perceraian di
Mlangi, Kotagede, dan Saptosari menunjukkan betapa pentingnya
pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap konteks lokal dalam
mengatasi isu-isu keluarga dan gender.*®

Oleh karenanya, dalam konteks ini, perceraian di Mlangi,
Kotagede, dan Saptosari merupakan eksternalisasi individu dalam
memahami dan menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang telah
dibangun oleh agensi-agensi yang ada di sana. Objektivasi adalah cara
individu membangun definisi yang subjektif mengenai dirinya melalui
interaksi dengan agensi di realitas sosial.>’ Perceraian di Mlangi,
Kotagede, dan Saptosari adalah objektivasi individu yang terbangun
melalui interaksi dengan agensi di realitas sosial. Sementara
internalisasi adalah proses di mana individu mengidentifikasi dirinya
sendiri dalam masyarakat dan membangun definisi yang lebih

% Nurlaelawati, Euis. "Muslim women in Indonesian religious courts:
Reform, strategies, and pronouncement of divorce.” Islamic L. & Soc'y. Vol. 20
(2013): 242.

% Wardatun, Atun, and Bianca J. Smith. "Woman-initiated divorce and
feminist Figh in Indonesia: Narrating male acts of Nushiiz in
marriage." Ulumuna, Vol. 24, No. 2 (2020): 266-295.

37 Haryono, Haryono, Wika Hardika Legiani, and Mona Carolina. “The
Social Construction of Reality: Junior High School Students Brawl in Balaraja
Tangerang.” JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, VVol. 5, No.
1(2023): 13-20.
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personal tentang dirinya di realitas sosial.® Perceraian di Mlangi,
Kotagede, dan Saptosari adalah identifikasi individu atas dirinya
sendiri melalui proses eksternalisasi yang kemudian mengobjektivasi
di realitas sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganalisis faktor-
faktor yang menyebabkan adanya pluralitas pemahaman masyarakat
terhadap hukum dan proses perceraian yang terjadi di Yogyakarta.
Dari fakta empiris tersebut, penulis mengkaji dan meneliti lebih jauh,
bagaimana sebenarnya model pemahaman masyarakat di wilayah
Yogyakarta, dan mengapa hal tersebutterjadi. Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pluralitas pemahaman masyarakat
muslim terhadap hukum dan praktik perceraian di Daerah Istimewa
Yogyakarta dan berusaha menganalisisfriksi hukum perceraian yang
terjadi dari sudut pandang sosiologis. Untuk memudahkan sekaligus
membatasi ruang lingkup penelitian, penulis merumuskan beberapa
pokok masalah yang diteliti.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang
penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat muslim Yogyakarta memahami konsep
perceraian?

2. Sejauh mana pengaruh peraturan perundang-undangan dan
dominasi  fikih terhadap pemahaman masyarakat muslim
Yogyakarta tentang perceraian?

3. Mengapa masyarakat muslim Yogyakarta memiliki keragaman
pemahaman dan sikap mengenai putusnya perkawinan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasar rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Menjelaskan model pemahaman tentang talak atau perceraian
yang ada pada masyarakat dengan latar belakang pendidikan,

3 Lizardo, Omar. “Culture, cognition, and internalization.” Sociological
Forum. Vol. 36. (2021).
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wilayah, dan sosial ekonomi yang berbeda.

Menjelaskan pengaruh dari sumber hukum yang berlaku, baik
dari peraturan perundang-undangan maupun fikih yang
diperkuat dengan fatwa ulama terhadap pandangan masyarakat
Muslim di Yogyakarta tentang konsep perceraian.

Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
pluralitas atau keragaman pemahaman dan sikap masyarakat di
Yogyakarta tentang putusnya perkawinan, baik dari aspek
budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, maupun letak
geografisnya.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, vyaitu teoretis dan
praktis. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah :

1.

Penelitian ini memberi informasi penting bagi peneliti,
akademisi, praktisi hukum, dan pemerhati persoalan hukum
keluarga Islam, khususnya terkait pemahaman dan kepatuhan
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.

Pro dan kontra di antara tokoh-tokoh, baik ulama, hakim,
pegawai KUA (Kantor Urusan Agama), maupun pejabat di desa
atau kelurahan, terkait hukum yang harus diikuti dalam masalah
perceraian, menyebabkan munculnya dualisme atau bahkan
pluralisme pemahaman hukum yang semakin kuat di
masyarakat Yogyakarta.

Penelitian ini. memberikan jawaban kritis dan akademis
terhadap keingintahuan para akademisi dan aktivis terkait
praktik dan pemahaman masyarakat di Yogyakarta.

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:
Memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai pentingnya peraturan hukum keluarga
Islam yang selaras dengan perkembangan sosial.
Memberikan informasi tambahan bagi para aktivis mengenai
masih adanya ketidaksesuaian antara hukum keluarga yang
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berlaku dengan kondisi masyarakat di berbagai wilayah,
khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Memperkaya khazanah intelektual muslim, terutama dalam
bidang ilmu yang terkait dengan keragaman pemahaman
masyarakat mengenai talak di bawah hukum keluarga yang
berlaku di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka
Perceraian telah menjadi pengalaman umum di banyak negara.*
Tingginya prevalensi perceraian yang terjadi, telah banyak penelitian
yang dilakukan selama beberapa dekade yang secara umum mengkaji
fenomena perceraian di masyarakat yang selalu dinamis seiring
perubahan zaman.”® Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran
peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang membahas
perceraian, dan banyaknya ragam penelitian mengkaji perceraian dari
berbagai sudut pandang. Peneliti berusaha mencari penelitian-
penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang
dilakukan yakni pemahaman terhadap perceraian. Agar memudahkan
peneliti mengidentifikasi beberapa penelitian yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan
penelitian tersebut menjadi tiga kelompok, yakni: (1) Pemahaman
terhadap penyebab perceraian; (2) Pandangan terhadap fenomena
perceraian; dan (3) Pemahaman terhadap keabsahan perceraian.
Kelompok pertama, yakni kelompok penelitian yang mengkaji
pemahaman terhadap penyebab perceraian. Kelompok ini terdiri dari
penelitian Noeranisa Adhadianty Gunawan dan Nunung Nurwati,**

39 Zezen Zainul Ali dan Mega Puspita, Pemabaharuan Hukum Keluarga
di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas sampai Minoritas Muslim,
(Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).

40 Rune Zahl-Olsen, “Understanding Divorce Trends and Risks: The Case
of Norway 18862018, Journal of Family History, Vol. 48, No. 1, (2023): 60-
80, DOI: 10.1177/03631990221077008

41 Penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat tentang
permasalahan yang terjadi dalam keluarga sebagai pemicu perceraian, temuan
penelitian menunjukan bahwa perceraian dianggap oleh sebagian masyarakat
adalah sesuatu yang tidak baik, terutama kasus gugat cerai yang diajukan istri.
Masyarakat mengungkapkan bahwa seharusnya pernikahan dapat dipertahankan
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Dinar Karni Josulti, dkk,*> Fairuz Khairunniesa, dkk.** Kelompok
penelitian ini, secara sekilas memiliki persamaan dengan penelitian
peneliti, namun jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat perbedaan yang
cukup mendasar dari objek penelitian. Kelompok pertama ini
mengkaji pemahaman masyarakat terhadap penyebab dari adanya
perceraian, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman
masyarakat terhadap keabsahan perceraian yang beragam.
Selanjutnya, penelitian kelompok kedua yakni pandangan
terhadap fenomena perceraian, kelompok ini terdiri dari dua

agar makna kesakralannya sendiri tetap terjaga. Noeranisa Adhadianty Gunawan
dan Nunung Nurwati, “Persepsi Masyarakat terhadap Perceraian (Society
Perception Of Divorce)”, Share: Social Work Jurnal, Vol. 9, No, 1, (2019): 20-
27. Doi: 10.24198/share.v9i1.19863

42 Penelitian ini membahas persepsi masyarakat Tolaki terhadap
perceraian, penyebab terjadinya perceraian, dan kondisi kondisi sosial budaya
masyarakat Tolaki yang menyebabkan perceraian. Penelitian ini dianalisis
menggunakan Teori Berger dan Luckman tentang fenomenologis dengan metode
deskriptif kualitatif. Temuanya adalah persepsi masyarakat terhadap perceraian
disebabkan adanya unsur ketidakmampuan pasangan untuk membina keluarga
dan hidup bersama dikarenakan alasan ekonomi. Dinar Karni Josulti, dkk,
“Persepsi Masyarakat Tolaki terhadap Perceraian di Desa Pawutaa Kecamatan
Angata Kabupaten Konawe Selatan”, KABANTI: Jurnal Sosial dan Budaya, Vol.
4, No. 2, (Desember 2018): 1 - 12 http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/kabanti

43 Penelitian ini mengkaji perspektif masyarakat terhadap fenomena cerai
gugat yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Temuannya adalah perceraian
terjadi karena adanya kelalaian tanggung jawab dari salah satu atau kedua belah
pihak. Seorang perempuan harus melakukan kewajibannya sebagai istri dan
sesuai kodratnya untuk menciptakan keluarga yang harmonis, begitupun juga
suami yang harus melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, karena
pernikahan harus dipertahankan agar terjaga keharmonisan dan terjaga pula
kesakralannya. Fairuz Khairunniesa, dkk, “Analisis Perspektif Masyarakat
Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi”, Asy-Syari‘ah: Jurnal Hukum
Islam, Vol. 8, No. 2, (2022): 1-13, DOl:
https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.635
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penelitian, yakni penelitian Adiyanto* dan Khairuddin.*® Sama halnya
dengan kelompok pertama, sekilas penelitian kelompok kedua ini
memiliki kesamaan dengan penelitian ini, namun perbedaannya
penelitian ini lebih membahas tentang anggapan biasa atau bukan
peristiwa yang luar biasa terkait cara pandang masyarakat terhadap
fenomena perceraian, yang disebabkan karena banyaknya kasus
perceraian di wilayah tersebut, perceraian juga dianggap sebagai
solusi dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Selanjutnya adalah kelompok penelitian ketiga, yakni
pemahaman terhadap keabsahan perceraian. Kelompok penelitian ini
memiliki kesamaan yang cukup signifikan dengan penelitian ini,
adapun penelitian ini dilakukan oleh Lutfi,*® Ibnu Akbar Maliki dan

4 Penelitian ini berfokus mengkaji pandangan masyarakat tentang
perceraian. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat
tentang perceraian di desa Pragaan Daya dusun Batu Jaran merupakan keadaan
putusnya ikatan suami istri yang dikarenakan beberapa hal tertentu sehingga
menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Banyaknya fenomena perceraian
yang terjadi dimaknai sebagai peristiwa yang direspon biasa oleh masyarakat.
Adiyanto, “Pemahaman Masyarakat Dusun Batu Jaran tentang Perceraian”,
Hudan Lin Naas: Jurnal llmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 2, (Juli-
Desember 2021), http://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index

45 penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sanggaberu Kecamatan
Gunung Meriah melakukan perceraian di luar pengadilan dengan alasan tidak
adanya uang mengikuti proses pengadilan, waktu tidak ada dalam memenuhi
seluruh penggilan pengadilan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya bercerai di depan pengadilan, mengikuti orang-orang bercerai di desa
tanpa ke pengadilan, jalan tempuh yang jauh dari desa ke kantor pengadilan dan
ingin menutupi beberapa aib dari media dan masyarakat terkait penyebab
terjadinya perpecahan rumah tangganya. Akibat dari perceraian tersebut dapat
merugikan istri dan anaknya. Khairuddin, “Alasan Perceraian Luar Pengadilan
dan Akibatnya Bagi MasyarakatDesa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah
Aceh Singkil”. TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.5 No.1
(Maret, 2022) ISSN : 2597-7962.

46 Lutfi, “Pemahaman Masyarakat terhadap Dampak Hukum Perceraian
di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)”,
(Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palu: Tesis, 2019).
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Lisna Mualifah,*” Rifah Laaliyah,*® dan Muhazir.*® Pertama penelitian
Lutfi, membahas mengenai pemahaman masyarakat terhadap dampak
hukum perceraian di bawah tangan dan faktor-faktor penyebabnya,
penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, temuan
penelitian menunjukan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah
KUA Kecamatan Marawola yang melakukan praktik perceraian di
bawah tangan, alasan pelaku praktik perceraian di bawah tangan,
karena telah memenuhi rukun dan syarat cerai. Pelaksanaan cerai di
pengadilan agama hanya formalitas. Selain itu, faktor penyebab
perceraian di bawah tangan dilakukan karena hambatan pengetahuan
prosedur perceraian di Pengadilan Agama, jarak yang sangat jauh, dan
biaya.>

Penelitian kedua yakni penelitian Ibnu Akbar Maliki dan Lisha
Mualifah, penelitian ini ingin melihat persepsi pelaku perceraian
tentang perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan
masyarakat Kecamatan Way Serdang dengan pendekatan yuridis-
empiris. Temuannya adalah terdapat tiga jenis praktik perceraian di
luar Pengadilan Agama, yakni melalui musyawarah keluarga,
pengucapan talak /cerai yang disaksikan secara langsung oleh
keluarga, dan melalui media telepon.® Selanjutnya penelitian Rifah
Laaliyah, dalam penelitiannya ia mengkaji pemahaman alumni
pondok pesantren terhadap teks-teks fikih Islam, ia melakukan
penelitian dengan metode deskriptif-kualitatif dan mewawancarai
santri alumni pondok pesantren yang pernah mondok minimal lima
tahun. Temuanya adalah masyarakat memahami bahwa cerai adalah
sesuatu yang halal tetapi dibenci dalam Islam, sedangkan pemutusan

47 Ibnu Akbar Maliki dan Lisna Mualifah, “Persepsi Pelaku Perceraian
Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama”, El-1zdiwaj: Indonesian Journal of
Civil and IslamicFamily Law. Vol. 3, No.2, (Desember 2022): 1-16.

48 Rifah Laaliyah, “Pemahaman Masyarakat terhadap Teks tentang
Perceraian dalam Figih Islam(Studi Terhadap Alumni Pondok Pesantren A.P.I.
Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”, Universitas
Lampung Bandar Lampung: Tesis, 2010).

49 Muhazir, “Islam, Fatwa dan Negara: Pluralisme Hukum Perceraian
Di Aceh,Indonesia”. Istinbath: Jurnal Hukum. Vol. 19, No. 1, (2022): 115-134.

%0 Lutfi, “Pemahaman Masyarakat Terhadap...,

°! Ibnu Akbar Maliki dan Lisna Mualifah, “Persepsi Pelaku Perceraian...,
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ikatan perkawinan dalam Islam yang meliputi talak, khuluk dan
fasakh. %2

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Muhazir. Penelitian ini
mengkaji pluralisme hukum perceraian di Aceh, meskipun pemerintah
telah mengatur hukum perceraian yang berlaku secara nasional.
Namun, nyatanya MPU Aceh mengeluarkan fatwa yang substansi
hukumnya berbeda dengan peraturan perceraian yang diterbitkan oleh
pemerintah. Hasilnya menunjukan bahwa ada tiga bentuk hukum yang
secara normatif dan sosiologis berlaku di Aceh yaitu fikih munakahat
(Mazhab Syafi'iyah), fatwa, dan hukum negara, masing-masing
memiliki konsep hukum tersendiri tentang perceraian.®

Meskipun beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas,
khususnya kelompok ketiga memiliki tema yang cukup relevan
dengan penelitian ini, akan tetapi secara khsusus penelitian ini sangat
berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini karena
penelitian ini lebih mengkaji pluratitas pemahaman masyarakat
muslim terhadap legalitas perceraian, khususnya di Daerah Istimewa
Yogyakarta yang memiliki keunikan sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami sejauh
mana peraturan perundang-undangan dan hukum fikih dalam
mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Yogyakarta, dan
yang terakhir penelitian ini berusaha mengungkap faktor-faktor
penyebab dari keragaman pemahaman masyarakat tersebut.

F.  Kerangka Teoritis

Sosiologi®* hukum adalah bidang ilmu yang secara empiris dan analitis
menyelidiki hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial
lainnya.>® Penerapan hukum secara empiris atau faktual adalah fokus
utama sosiologi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa realitas

52 Rifah Laaliyah, Pemahaman Masyarakat Terhadap...,

8 Muhazir, “Islam, Fatwa Dan Negara...,

5 Definisi dari Sosiologi yaitu Studi tentang struktur dan proses sosial,
serta pergeseran sosial, Lihat selengkapnya di Abdulsyani, Sosiologi: Skematika,
Teori Dan Terapan (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012), 5-6.

5 Munawir, Sosiologi Hukum (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1.
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masyarakat di mana hukum berperan adalah fokus sosiologi hukum,
bukan hukum sebagai sistem konseptual.®®

Sosiologi hukum harus mengungkapkan dan membedah hukum
sampai ke perspektif mendasar untuk menggambarkan dan kemudian
menjelaskan hukum secara lengkap dalam praktiknya. Sosiologi
hukum akan dapat menjelaskan subjek yang dipelajari dengan lebih
baik dengan menemukan paragdimanya. Tujuan hukum mendorong
terciptanya hukum serta untuk mempromosikan perdamaian dan
harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Keteraturan merupakan syarat
yang palingmendasar dari suatu masyarakat yang tertib, yang berlaku
bagi semua bentuk masyarakat manusia, maka fungsi utama hukum
adalah untuk menegakkan ketertiban.” Oleh karena itu, sosiologi
hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep manusia, masyarakat, dan
hukum.

Diskursus pemahaman masyarakat dan otoritas keagamaan
dalam berbagai kajian ilmiah tidak terlepas dari berbagai analisis yang
dilatarbelakangi oleh kajian-kajian teoritis. Berbagai kajian teoritis
digunakan oleh para peneliti dalam menganalisis berbagai fenomena.
Sebuah fenomena dan kondisi masyarakat dalam pemahaman dan
pengetahuan mereka tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal. Bisa
jadi, ada aktor kuat yang memegang otoritas keagamaan, atau ajaran
dan doktrin, ekonomi, budaya, politik, atau bahkan letak wilayah
tertentu. Oleh karena itu, objektivitas peneliti selalu diuji dalam
menentukan dan menggunakan teori yang digunakan. Sebelum lebih
jauh, penulis merasa penting untuk menjelaskan bahwa disertasi ini
menelaah tentang pluralitas pemahaman masyarakat muslim di
Yogyakarta tentang talak.

Dalam melihat dan menelaah fenomena tersebut, peneliti
menggunakan dua kajian teoritis dalam penelitian ini. Secara lebih

% JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian
Dasar Dalam TeoriHukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 163.

5 Mokhammad Najih, Soimin, Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah,
Konsep TataHukum,Dan Politik Hukum Indonesia (Malang: Setara Press, 2014)
13-16.
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detail, projek penelitian disertasi ini mengambil tiga fokus penelitian,
pertama terkait bagaimana pemahaman dan pengetahuan masyarakat
muslim di Yogyakarta tentang perceraian, yang kedua apakah ada
dominasi otoritas keagamaan tertentu yang mempengaruhi
pemahaman masyarakat, dan yang ketiga mengapa terjadi demikian.
Ketiga problem tersebut ditelaah dengan menggunakan dua teori yang
akan dijelaskan berikut ini.
1. Konstruksi Sosial dengan Internalisasi Hukum

Konstruksi sosial dalam kaitannya dengan proses eksternalisasi,
objektivasi, dan internalisasi dapat memberikan penjelasan atas
fenomena pemahaman masyarakat muslim di Yogyakarta tentang
perceraian. Peter L. Berger adalah salah satu orang yang
mengembangkan teori konstruksi sosial ini. Pendekatan fenomenologi
menjadi inspirasi bagi teori konstruksi sosial ini. Fenomena sosial
yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat dianalisis dengan
menggunakan teori ini. Berger dan Thomas Luckman memisahkan
pengetahuan dari pemahaman tentang realitas.”® Pengetahuan
subjektif dan realitas adalah dua objek realitas yang diasosiasikan
dengan pengetahuan. Realitas dan abstrak ini adalah informasi
individu. Informasi ini dapat membuat orang mengembangkan makna
realitas melalui wawasan merekadengan memasukkannya. Melalui
eksternalisasi, setiap individu memiliki realitas subjektif ini.
Seseorang akan mampu menghasilkan objektivikasi dan menciptakan
konstruksi realitas baru melalui proses ini. Konstruksi sosial ini juga
dapat dipahami sebagai pemahaman tentang perilaku atau tindakan
orang lain, yang akan dirasakan oleh setiap orang berdasarkan
kemampuan pengetahuannya, sehingga menghasilkan konstruksi yang
beragam pada setiap orang.

Interaksi dan tindakan manusia menciptakan dan mengubah
institusi sosial. Sekalipun masyarakat dan pranata-pranata sosial
tampak nyata secara objektif, segala sesuatu sebenarnya
dikonstruksikan melalui interaksi ke dalam suatu definisi subjektif.

%8 Berger, Peter dan Thomas Luckmann, The Social Construction of
Reality: A Treatise inthe Sociology of Knowledge (Australia: Penguin Books,
1966), 64-70.
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Berger dan Luckman mengungkapkan bahwa rasionalisasi akan
terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Selain itu,
ila tanpa sadar menghasilkan apa yang telah diakukan tanpa
sepengetahuan mereka. Dialektikaproses berpikir, mulai dari tahapan
eksternalisasi, objektivasi, hingga tahapan internalisasi, dapat
diketahui melalui penerapan teori konstruksi sosial ini pada
penyelidikan konstruksi sosial dalam masyarakat.
Berikut adalah penjelasan masing-masing proses eksternalisasi,
obyektivasi dan internalisasi :
a. Eksternalisasi
Eksternalisasi adalah cara menyesuaikan diri dengan dunia
sosial dan budaya untuk menghasilkan produk manusia. Ini
adalah upaya atau cara seseorang untuk mengekspresikan
dirinya di dunia melalui aktivitas mental dan fisik. Dalam
penelitian ini, proses eksternalisasi terlihat pada bagaimana
pemahaman dan sikap masyarakat muslim di Yogyakarta terkait
masalah perceraian.
b. Obyektivasi
Dalam dunia intersubjektif yang telah terlembagakan atau
sedang mengalami sifat institusional, objektivasi adalah sebuah
interaksi  sosial. Kegiatan eksternalisasi juga dapat
menghasilkan objektivasi dalam bentuk hasil mental atau fisik.
Hasil ini akan menciptakan suatu realitas objektif yang dapat
dimanfaatkan dalam mengatur pembuatnya sendiri sebagai
sesuatu yang berada di luar dan unik dalam kaitannya dengan
manusia  yang memproduksinya.”® Jika dikaitkan dengan
penelitian ini, adanya peraturan perundang-undangan tentang
perkawinan yang di dalamnya juga mengatur persoalan
perceraian tidak terlepas dari konteks sosiologis masyarakat.
Perlunya aturan yang pasti dikarenakan tuntutan sebagian pihak
yang sering dirugikan disebabkan karena perceraian di luar
pengadilan. Pemerintah merasa wajib bertanggungjawab untuk

*Berger, Peter dan Thomas Luckmann, The Social Construction of
Reality: A Treatise inthe Sociology of Knowledge,78.
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melindungi hak selurun masyarakat, sehingga peraturan
perundang-undangan perlu diwujudkan. Di sisi lain, ada pula
hukum fikih yang mengatur persoalan perceraian. Bagi sebagian
masyarakat muslim, hukum fikih merupakan pedoman dalam
kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hukum keluarga.
c. Internalisasi
Internalisasi adalah cara seseorang mengidentifikasi diri
dalam konteks lembaga sosial atau organisasi di mana mereka
berpartisipasi. Bahkan, tidak hanya organisasi yang
mempengaruhi seseorang, akan tetapi doktrin yang kuat dan
terus menerus digaungkan baik dalam lingkungan sekolah,
keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Kuatnya doktrin fikih
tentang talak atau perceraian begitu melekat dan mendarah
daging dalam pemahaman dan keyakinan seseorang yang
menimba ilmu di pesantren yang tidak lagi bisa diubah dengan
cara apapun. Sementera itu, ada pula masyarakat yang memiliki
pemahaman kuat karena pengaruh tradisi dan adat kebiasaan di
wilayahnya.

2. Otoritas Keagamaan dan Otoritas Legal Formal

Kontruksi sosial keagamaan di Yogyakarta telah dibangun oleh
para pemegang otoritas maupun pemangku otoritas dalam waktu yang
lama. Konstruksi otoritas tersebut tidak dibangun dalam waktu yang
sebentar, sehingga pada akhirnya terbangun loyalitas, spiritual,
maupun fanatisme yang kuat. Untuk melihat dan menelaah bagaimana
konstruksi tersebut, diperlukan beberapa kajian teori yang dapat
membedah fenomena dan fakta yang terdapat dalam masyarakat
muslim di Yogyakarta.

Di antara konsep teori yang relevan untuk memetakan tipe dan
model otoritas keagamaan di Yogyakarta, yaitu teori otoritas Khaled
Abul Fadl. Khaled membagi otoritas menjadi dua, yaitu otoritas
persuasi danotoritas koersif.®* Otoritas persuasi adalah kemampuan
seseorang atau sekelompok orang untuk membimbing keyakinan dan

®Khaled M. Abou ElFadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law,
Authority, andWomen, (Oxford: One world Publications, 2001), 37.
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perilaku berdasarkan keimanan. Otoritas jenis ini mengikutsertakan
kekuatan normatif. Sementara otoritas koersif adalah kemampuan
seseorang atau sekelompok orang untuk membimbing dengan cara
membujuk, menawarkan keuntungan, mengancam, dan memberikan
sanksi agar seseorang yang mengetahui hal tersebut, mereka
memikirkannya dan mengikutinya secara pragmatis, tanpa ada pilihan
yang lain. Khaled juga membedakan antara pemegang otoritas dengan
pemangku otoritas.! Pemegang otoritas merupakan para ulama atau
fukaha, sedangkan pemangku otoritas adalah pejabat fungsional atau
struktural yang memiliki wewenang dalam pemerintah. Pemegang otoritas
yang absolut adalah Allah SWT. Untuk selanjutnya Tuhan mewakilkan
otoritas itu kepada para wakilnya, baik wakil umum atau para fukaha (ahli
hukum Islam) maupun wakil khusus (orang-orang yang dipersepsikan oleh
masyarakat memiliki kemampuan khusus dalam memahami teks-teks suci
baik al-Qur’an maupun Hadis).

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan
melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian.®® Peneliti
melakukan penelitian ke lokasi objek penelitian di beberapa wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Mlangi, Kotagede, dan Saptosari.
Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan demografis
dan  kondisi  sosial ~masyarakat seperti daerah  Mlangi
merepresentasikan kawasan santri yang taat agama, Kotagede
merepresentasikan kawasan perkotaan (urban), dan Saptosari yang
merepresentasikan kawasan pedesaan. Oleh karena itu, dalam

61 R. B. Friedman, “On the Concept of Authority in Political Philosophy,”
dalam JosephRaz (Ed.), Authority, (Oxford: Basil Blackwell, 1990), 56-91.

62 Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri yaitu tatanan alami
merupakan sumber data yang bersifat langsung dan pelaku riset sebagai
instrumen kunci, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk berbaur dengan
situasi sebenarnya sebagai sumber data, lebih bersifat deskripsi yang artinya
peneliti mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang ditangkap dengan
menunjukkan bukti-bukti. Mohammad Ali, Memahami Riset Perilaku dan
Sosial, (Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2011), him. 240-42.
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penelitian kualitatif ini potret, kehidupan masyarakat, sejarah,
perilaku, gerakan sosial, dan hubungan kekerabatan semuanya dapat
didokumentasikan.®® Dalam konteks itu, penelitian ini mengamati,
medeskripsikan, mengeksplorasi, dan menganalisis hasil temuan di
lapangan.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi
hukum,® pendekatan ini digunakan untuk memotret kondisi
masyarakat muslim di Yogyakarta, khususnya terkait pemahaman
mereka tentang keabsahan perceraian(talak) dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Sumber data penelitian dikumpulkan dari subjek
utama dan pendukung dalam penelitian.®® Data penelitian ini terdiri
dari dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer
didapatkan dari hasil observasi dan wawancara di lapangan.®® Data
hasil observasi dan wawancara tersebut berkaitan dengan pemahaman
masyarakat muslim terhadap perceraian (talak) di Yogyakarta.
Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur-literatur baik artikel
jurnal, buku atau semacamnya yang berkaitan dengan pemahaman
masyarakat muslim tentang percerian (talak).®’

Untuk melaksanakan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan
dengan beberapa teknik, yakni: Pertama, pengumpulan data melalui
observasi. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang

8 Al-Manshur Fauzan, Ghony Djunaidi, Metodologi Penelitian kualitatif
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

64 pendekatan ini cocok digunakan untuk kajian empiris atau lapangan
dan bersifat deskriptif. Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar
belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-
citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Lihat
Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum adalah suatu cabang
ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari
hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Lihat,
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1981).

8 Sumber data adalah bahan penelitian yang didapatkan dari subjek/objek
penelitian.

6 S, Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi
Aksara, 2012) 143.

57 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana
Perdana, 2003), 132.
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sebenarnya dari suatu peristiwa.%® Obsevasi dilakukan dengan melihat
dan memahami keberagaman praktik perceraian di masyarakat muslim
di lokasi penelitian. Kedua adalah wawancara semi-terstruktur.®
Wawancara ini dilakukan melalui tahapan menyiapkan pertanyaan-
pertanyaan sebagai kerangka acuan dalam menggali data dari
informan, tetapi dalam praktiknya wawancara dikembangkan melalui
perluasan pertanyaan sesuai kondisi dalam proses penggalian
informasi-informasi yang tetap relevan.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan representasi dari
setiap elemen masyarakat terkait perceraian. Di antara individu-
individu yang telah diwawancarai yaitu: masyarakat yang telah
mengalami perceraian berjumlah delapan (terdiri dari satu orang di
Mlangi, tiga orang di Kotagede, dan empat orang di Saptosari), tiga
tokoh agama Islam, enam tokoh masyarakat, satu penyuluh agama,
satu pengacara, dan 12 masyarakat umum yang berada pada wilayah
tersebut.

Ketiga, metode dokumentasi.”” Penulis menyelidiki literatur-
literatur seperti buku-buku, jurnal, dokumen, peraturan-peraturan, dan
sebagainya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai alat
pengumpul data dari bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik
penelitian di lokasi penelitian maupun dokumentasi berupa peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan hukum keluarga.

Teknik analisis data,”* dalam penelitian ini terdiri dalam
beberapa tahapan, yakni: pengumpulan data, reduksi data, pemaparan

% Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 143.

89 Teknik wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaannya peneliti
lebih bebas memberikan pertanyaan-pertanyaan namun tetap memiliki kerangka
pertanyaan dan narasumber diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2019), 233.

0 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2019), 240

"Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan
lapangan, dengan cara mengolah data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam
unit-unit, menyusun ke dalam pola dan yang terakhir adalah membuat
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data, dan interprestasi data dan kesimpulan.” Analisis dimulai dengan
pengumpulan data baik data primer maupun sekunder. Selanjutnya
menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari hasil observasi,
wawancara, dan dokumentasi, dengan mereduksinya terkait data yang
relevan dengan penelitian. Setelah data direduksi kemudian
diklasifikasikan dan disajikan dalam narasi sesuai dengan topik secara
sistematis. Dat yang disajikan, selanjutnya diinterpretasikan dan
ditarik kesimpulan secar induktif.

H. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini terdiri dari enam bab yang membahas tema-tema penting
yang saling terkait. Setiap bab memiliki kualitas dan relevansi yang
sama dalam analisis penelitian ini. Setiap bab memberikan kontribusi
yang penting dalam memahami dan menjelaskan hubungan antara
variabel-variabel yang dikaji. Dengan demikian, keseluruhan disertasi
ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang
dibahas.

Bab | Pendahuluan membahas latar belakang masalah yang
menjadi dasar penelitian ini, termasuk rumusan masalah yang
difokuskan dalam penelitian ini. Selain itu, tujuan penelitian dan
kegunaan penelitian juga dijelaskan dalam bab ini. Terdapat tinjauan
pustaka yang mengkaji literatur terkait dan kerangka teoritis yang
meliputi konstruksi sosial dengan internalisasi hukum, otoritas
keagamaan, dan otoritas legal formal. Metode penelitian yang
digunakan juga diuraikan, dan bab ini diakhiri dengan penjelasan
sistematika pembahasan.

Bab Il membahas pluralitas hukum perceraian yang berlaku di
masyarakat Indonesia, yaitu perceraian yang diatur oleh undang-
undang, fikih, dan fatwa ulama di Indonesia. Pengertian perceraian

kesimpulan. Sutrisno Hadi, Metodologi Research: untuk Penulisan Paper,
Skripsi, Thesis, dan Disertasi, Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada,
1984), 70.

2. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini merujuk
pada teknis analisis data dari Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny
Saldafia, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. (California:
SAGE Publications, Inc, 2014), 31-33.
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didefinisikan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dalam
konteks fikih. Dasar hukum perceraian juga dibahas. Selain itu,
prosedur perceraian menurut undang-undang dan fikih dijelaskan
secara terpisah. Bab ini juga mencakup asas-asas perceraian seperti
mempersempit pintu perceraian, kepastian hukum perceraian, dan
perlindungan hukum. Terakhir, bab ini mengulas dinamika fatwa
ulama mengenai perceraian dari berbagai organisasi Islam di
Indonesia.

Bab Il membahas tentang dominasi hukum fikih pada
pemahaman masyarakat muslim di Mlangi. Sejarah singkat, gambaran
sekilas tentang kondisi sosial keagamaan masyarakat Mlangi, dan
tradisi pesantren yang kuat dipaparkan dalam bab ini. Bab ini juga
menampilkan tahapan yang biasanya dilalui suami istri ketika
menghadapi konflik dalam rumah tangganya. Peran penting Kiai dan
pesantren juga dijelaskan dalam bab ini. Terakhir, bab ini membahas
tentang pemahaman masyarakat Mlangi terhadap hukum perceraian
yang didasarkan pada hukum fikih.

Bab IV membahas tentang kepatuhan masyarakat muslim
modern di Kotagede terhadap hukum negara. Bab ini diawali dengan
pembahasan sejarah singkat, letak wilayah, dan kondisi masyarakat
Kotagede. Selanjutnya, dibahas tentang pemahaman masyarakat
muslim Kotagede terkait perceraian, serta tingginya kesadaran hukum
dan kepatuhan hukum masyarakat Kotagede kepada hukum formal.
Dalam bab ini juga dibahas tentang mudahnya akses aturan hukum,
bantuan hukum serta kuatnya ekonomi masyarakat yang
menyebabkan mereka lebih memilih menyewa jasa pengacara dalam
persoalan mereka. Bab ini diakhiri dengan pembahasan tentang
kepastian hukum yang diberikan oleh pengadilan terkait jaminan
bahwa tuntutan hak yang harus dipenuhi dan kepentingan yang
diinginkan oleh para pencari keadilan terwujud dengan baik.

Bab V membahas tentang sikap kebiasaan masyarakat muslim
di Saptosari terkait dengan perceraian. Dalam bab ini diawali dengan
memaparkan sejarah singkat, kondisi masyarakat, dan kuatnya tradisi
yang terdapat dalam masyarakat muslim Saptosari. Masyarakat
muslim di Saptosari memiliki pemahaman yang berbeda dengan
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masyarakat muslim di Mlangi dan Kotagede. Perceraian dengan
meninggalkan rumah bersama tanpa kata diuraikan dalam bab ini.
Terakhir, bab ini mengulas tentang upaya masyarakat di Saptosari
paska perceraian dalam mencari pengakuan hukum yang sah dari
negara.

Bab VI membahas tentang dinamika dan keragaman hukum
yang berlaku di Mlangi, Kotagede, dan Saptosari. Dalam bab ini
dijelaskan bahwa hukum fikih yang menjadi pedoman dan dasar
hukum bagi sebagian masyarakat muslim terkait perceraian ternyata
tidak cukup memberikan kepastian hukum bagi para penganutnya.
Selanjutnya dibahas tentang perebutan antara hukum fikih dengan
hukum positif dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim
di Yogyakarta terkait hukum perceraian. Bagian terakhir dalam bab ini
dibahas bagaimana proses internalisasi hukum yang terjadi pada
masyarakat muslim Yogyakarta.

Bab VII merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari
seluruh  pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini
merangkum temuan dan hasil penelitian yang telah dibahas
sebelumnya. Bab ini juga memberikan saran-saran yang dapat menjadi
acuan untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya. Terakhir,
terdapat daftar pustaka yang mencantumkan referensi yang digunakan
dalam penulisan penelitian ini.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemahaman
masyarakat muslim di Yogyakarta mengenai konsep perceraian di
Yogyakarta sangat beragam. Setidaknya terdapat tiga tipologi
masyarakat muslim di Yogyakarta dalam memahami konsep
perceraian yang ditemukan dalam penelitian ini. Pertama, masyarakat
muslim di Mlangi yang memiliki pemahaman bahwa perceraian itu
hak mutlak bagi laki-laki dan boleh dilakukan di mana saja. Perceraian
tidak harus melibatkan pengadilan. Perceraian dihukumi sah ketika
pihak suami telah mengucapkan kata cerai, talak, pisah, atau yang
semakna dengan kata tersebut kepada istrinya. Kedua, masyarakat
muslim perkotaan di Kotagede, dengan pendidikan dan sumber daya
hukum yang lebih modern. Mereka cenderung memilih konsultasi
bahkan melimpahkan persoalan perceraian mereka kepada seorang
pengacara. Meskipun pada awalnya mereka juga belum tahu persis
bagaimana sebenarnya proses perceraian itu dilaksanakan di depan
sidang pengadilan. Namun, mereka beranggapan bahwa perceraian
tersebut harus dilakukan di Pengadilan Agama agar status dan hukum
perceraian mereka diakui oleh negara dengan bukti akta cerai. Mereka
juga meyakini bahwa dengan bantuan seorang pengacara sebagai ahli
hukum, perceraian mereka dapat diselesaikan dengan jelas dan hak-
hak mereka terpenuhi. Perceraian yang dilakukan melalui proses
persidangan biasanya juga dibarengi dengan tuntutan tertentu, seperti
hak nafkah selama masa iddah, pembagian harta bersama, dan hak
asuh anak. Selain itu, mereka pada umumnya juga tidak memiliki
pemahaman tentang aturan fikih terkait hukum perceraian. Ketiga,
masyarakat muslim di Saptosari memiliki pemahaman bahwa hukum
perceraian itu bersumber dari kebiasaan dan praktik yang telah
dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya dan telah berlangsung sejak
lama. Kebiasaan meninggalkan rumah bersama tanpa kata oleh
pasangan suami istri atau salah satunya setelah terjadi konflik rumah
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tangga merupakan penanda bahwa perceraian telah terjadi dan sah
hukumnya. Mereka tidak menggunakan hukum fikih karena
kebanyakan dari mereka tidak pernah belajar di pesantren. Di samping
itu, di wilayah Saptosari juga tidak ditemukan sosok figur kiai yang
memiliki pengaruh kuat atau memiliki pesantren yang besar. Selama
ini, mereka juga tidak mudah dalam menerima atau mengakses
informasi tentang hukum perceraian yang diatur oleh hukum positif.
Salah satu faktornya adalah wilayah Saptosari terletak cukup jauh dari
perkotaan. Oleh karena itu, pemahaman individu tentang perceraian
lebih kuat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang berlaku sejak
lama.

Secara keseluruhan, pengaruh peraturan perundang-undangan
dan dominasi fikih dalam pemahaman perceraian di Yogyakarta
ditandai oleh interaksi kompleks antara norma-norma agama dan
struktur sosial yang mengatur perilaku individu dalam menghadapi
perceraian. Dinamika hukum yang ada dalam masyarakat Yogyakarta
mencerminkan perbedaan latar belakang pendidikan, tradisi, dan cara
penyelesaian masalah yang bervariasi. Masyarakat muslim di Mlangi
sangat kental dengan pendidikan dan tradisi pesantren, sehingga
mereka memiliki pemahaman tentang perceraian yang bersumber dari
fikih. Dominasi fikih sangat kuat di kalangan masyarakat pesantren.
Bahkan hanya hukum fikih yang dapat dijadikan sebagai rujukan
mereka dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga khususnya
perceraian. Jika fikih mengatakan perceraian yang dilakukan di luar
pengadilan hukumnya sah, maka mereka mutlak menganggap bahwa
pernikahan mereka sudah putus atau resmi bercerai menurut hukum
agama. Anggapan itu diperkuat dengan adanya otoritas seorang Kiai
yang diakui kompetensinya sebagai pemutus sebuah persoalan
termasuk hukum perceraian. Kiai dengan pengetahuan fikih klasik
yang sangat kuat turut melegitimasi dan mengukuhkan pemahaman
masyarakat muslim di Mlangi.

Sementara itu, masyarakat muslim perkotaan di Kotagede lebih
kuat keyakinannya terhadap hukum positif atau perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia. Mereka merasa bahwa hukum positif dapat
menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masing-masing pihak.
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Meskipun sebagian dari mereka tidak memahami secara mendalam
proses dan prosedur persidangan di Pengadilan Agama, tetapi mereka
tetap memiliki anggapan bahwa hukum positif lebih rasional dan
aplikatif dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak
yang bersengketa. Ketika mereka merasa tidak mengetahui prosedur
perceraian di pengadilan, atau tidak memiliki banyak waktu luang,
mereka mempercayakan persoalanya kepada seseorang yang ahli
terkait hukum positif, yaitu seorang pengacara. Bagi mereka persoalan
perceraian tidak disandarkan pada hukum fikih, di samping keraguan
akan kepastian hukumnya, mereka juga hampir tidak mengetahui sama
sekali aturan hukum fikih terkait perceraian.

Di sisi lain, masyarakat muslim di Saptosari justru tidak
mengikuti hukum fikih maupun hukum positif. Mereka lebih condong
pada praktik dan tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku di
lingkungannya dalam jangka waktu yang lama. Mereka merasa bahwa
adat kebiasaan yang berlaku di lingkungannya merupakan norma yang
dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman dalam menyelesaikan
persoalan perceraian mereka. Hukum fikih maupun hukum positif
terkesan tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam pemahaman
masyarakat muslim di Saptosari terkait masalah perceraian. Ketika
seseorang mengalami persoalan keluarga yang mengarah pada konflik
berkepanjangan atau menuju perceraian, maka ia akan mencari
seseorang yang pernah bercerai. Hal tersebut yang menjadikan
pemahaman mereka terkait perceraian tidak terpengaruh dengan
hukum positif maupun hukum fikih.

Penyebab keragaman pemahaman dan sikap masyarakat
Yogyakarta tentang perceraian dapat dijelaskan melalui beberapa
faktor yang saling berinteraksi. Peran agensi tokoh agama dan
interaksi sosial, sangat penting dalam membentuk pandangan
masyarakat. Tokoh agama, terutama kiai, menjadi sumber otoritas
yang dihormati dalam menentukan hukum perceraian, yang membuat
masyarakat muslim di Mlangi cenderung mengikuti prosedur hukum
Islam. Masyarakat muslim di Mlangi berlatar pendidikan pesantren,
dan salah satu persoalan penting dan wajib dipelajari yaitu mengaji
kitab fikih. Dalam aturan hukum fikih perceraian tidak harus
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diputuskan oleh pengadilan, bahkan perceraian itu dapat dilakukan di
mana saja oleh pihak suami. Cukup dengan kata talak, cerai, atau yang
semisalnya, perceraian telah terjadi dan hukumnya sah menurut
hukum fikih. Persoalan perceraian yang merujuk pada hukum fikih
sangat kuat dalam pemahaman masyarakat muslim di Mlangi. Setelah
mereka tidak tinggal di pesantren atau sudah pulang ke rumah, mereka
berada di wilayah yang sangat kuat tradisi pesantrennya. Bahkan
antara santri dengan masyarakat umum di Mlangi, hampir tidak terlalu
nampak  perbedaannya. Mereka berinteraksi dan  saling
mempengaruhi, sehingga pendidikan yang diperoleh masyarakat pada
waktu nyantri semakin menguat pemahamannya terkait hukum
perceraian yang didasarkan pada hukum fikih.

Jika masyarakat muslim di Mlangi lebih percaya kepada hukum
fikih ditambah legitimasi kiai, berbeda dengan masyarakat perkotaan
di Kotagede yang cenderung mengedepankan prosedur hukum positif
melalui Pengadilan Agama. Mereka yang pada umumnya memiliki
pendidikan yang tinggi dan pemikiran yang lebih rasional. Ketika
persoalan perceraian disandarkan pada hukum positif, mereka
memiliki keyakinan bahwa hukum positif akan menjamin hak-hak
yang seharusnya ia dapatkan. Pemahaman ini juga diperkuat oleh
mudahnya mencari pengacara atau lembaga bantuan hukum untuk
membantu mengurus dan menyelesaikan perceraian mereka. Mereka
tidak harus memahami secara mendalam prosedur perceraian di
pengadilan, karena seluruh persyaratan dan prosesnya bisa diwakili
oleh seorang pengacara yang dianggap memiliki keahlian dalam
bersidang. Para pihak yang bersengketa masih tetap bisa beraktivitas
seperti biasanya, karena bagi kebanyakan dari mereka memiliki
kesibukan yang tinggi dengan berbagai profesi. Pengacara dapat
menjadi agensi yang menguatkan dan mengukuhkan kembali
pemahaman masyarakat perkotaan dalam perceraian mereka yang
harus diajukan dan diselesaikan di depan sidang pengadilan.

Berbeda dengan masyarakat muslim di Saptosari. Mereka
memiliki pemahaman yang kuat bahwa perceraian itu hukumnya sah
setelah salah satu atau kedua pasangan meninggalkan rumah bersama.
Pemahaman tersebut terbentuk dari kondisi masyarakat sosial dan
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budaya masyarakat yang masih kuat memegang tradisi adat kebiasaan.
Dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat muslim di
Saptosari masih dalam kategori masyarakat tradisional. Masyarakat
yang memiliki cara berpikir dengan sederhana, tidak ribet, dan tidak
terlalu mudah dipengaruhi oleh budaya ataupun norma dari luar tradisi
mereka. Adat kebiasaan dari orang-orang terdahulu yang berada di
lingkungan mereka saling mempengaruhi dan menguatkan
pemahaman mereka terkait hukum perceraian yang telah berlaku di
daerah tersebut. Dalam persoalan status perceraian, mereka tidak
terlalu atau bahkan sama sekali tidak menghiraukan aturan yang ada
dalam hukum fikih maupun hukum positif. Letak wilayah Saptosari
yang cukup jauh dari pesantren dan kiai yang berpengaruh serta jauh
dari perkotaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih
kuatnya pemahaman mereka terkait hukum perceraian yang
didasarkan pada hukum adat kebiasaan.

B. Saran

Dalam masyarakat muslim di Mlangi, Kotagede, dan Saptosari,
terdapat pemahaman yang beragam mengenai persoalan perceraian.
Tidak ada doktrin tunggal yang mendominasi seluruh masyarakat.
Beberapa kelompok masyarakat mungkin menganggap hukum positif
sebagai aturan yang harus ditaati, tetapi sebagian lainnya tidak
melihatnya demikian. Bahkan, putusan pengadilan terkadang
dianggap hanya sebagai formalitas hukum.

Bagi pelaksana dan penegak hukum serta pihak terkait dalam
regulasi perceraian di Indonesia, penting untuk mengadopsi sikap dan
melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penyelesaian konflik
dalam rumah tangga melalui lembaga resmi. Hal ini bertujuan agar
mereka dapat mendapatkan bimbingan dari ahli mediasi, sehingga
konflik tidak berakhir dengan perceraian. Namun, jika kedua belah
pihak memang sudah tidak lagi mampu menerima pasangan mereka,
maka konflik tersebut dapat diselesaikan secara legal dan memiliki
kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, masing-masing pihak
harus memahami hak dan melaksanakan kewajiban mereka.
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Bagi  akademisi, penting untuk melanjutkan  dan
mengembangkan penelitian ini agar pluralitas pemahaman masyarakat
muslim tentang perceraian di wilayah lain selain Mlangi, Kotagede,
dan Saptosari dapat dipahami dengan lebih baik. Karena pemahaman
fikih di pesantren memiliki pengaruh yang kuat, akademisi perlu
melakukan pendekatan yang intensif dengan tokoh agama atau kiai di
pesantren. Diskusi dan pendekatan lainnya dapat membantu dalam
mempertimbangkan kembali fikih yang dianggap sakral dan tidak
dapat berubah, terutama dalam konteks persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
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Wawanca dengan Ibu Sri di Mlangi, pada tanggal 19 September 2023.
Wawancara dengan Bapak Thoha di Mlangi, pada tanggal 19
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Wawancara dengan Bapak Fauzi di Mlangi, pada tanggal 27
September 2023.

Wawancara dengan Bapak Iwan di Mlangi, pada tanggal 4 Oktober
2023.

Wawancara dengan Bapak MH di Yogyakarta, pada tanggal 10
Oktober 2023.

Wawancara dengan K. UJ di Mlangi, pada tanggal 25 November 2023.
Wawancara dengan K. Z di Mlangi, pada tanggal 5 Oktober 2023.
Wawancara dengan Ibu ER di Yogyakarta, pada tanggal 16 Januari
2024,

Wawancara dengan Bapak WN di Yogyakarta, pada tanggal 16
Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu NG di Yogyakarta, pada tanggal 8 Agustus
2024,

Wawancara dengan Bapak JK di Yogyakarta, pada tanggal 8 Agustus
2024,

Wawancara dengan Ibu HT di Mlangi, pada tanggal 11 Oktober 2023.
Wawancara dengan Ibu IS di Yogyakarta, pada tanggal 17 November
2023.

Wawancara dengan ZA, Panitera di Pengadilan Agama Yogyakarta,
pada tanggal 4 September 2023.

Wawancara dengan Ibu IF di Gunungkidul, pada tanggal 7 September
2023.

Wawancara dengan Ibu AT di Gunungkidul, pada tanggal 7
September 2023.
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Wawancara dengan Bapak GN di Gunungkidul, pada tanggal 7
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Wawancara dengan Bapak MUS di Mlangi, pada tanggal 27
September 2023.

Wawancara dengan Bapak NS di Mlangi, pada tanggal 27 September
2023.
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